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MODUL 

SINTESIS STRATEGIS, 

MANAJEMEN RISIKO EXECUTIVE 

DAN INTELIJEN KEAMANAN  

   30 JP (900 Menit) 

 

 

 
Pendahuluan 

Perkembangan lingkungan strategis nasional, regional, dan global saat 

ini menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, cepat berubah, dan 
sulit diprediksi. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta 

meningkatnya interaksi antaraktor negara dan non-negara telah 
mengubah karakter ancaman keamanan. Ancaman tidak lagi bersifat 
konvensional, melainkan multidimensional, meliputi terorisme, 

kejahatan transnasional terorganisir, konflik sosial, kejahatan siber, 
disinformasi, serta risiko strategis yang berdampak pada stabilitas 

nasional dan kepercayaan publik. 

Dalam kondisi tersebut, pimpinan pada level strategis dituntut memiliki 
kemampuan berpikir sistemik, visioner, dan berbasis analisis yang 

komprehensif. Pengambilan keputusan strategis harus didukung oleh 
informasi strategis yang valid, terverifikasi, dan relevan, sehingga 

mampu menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, penetapan 
prioritas, serta langkah antisipatif dan responsif terhadap berbagai 
potensi ancaman dan risiko. 

Modul Informasi Strategis, Manajemen Risiko Eksekutif, dan Intelijen 
Keamanan disusun sebagai sarana pembelajaran strategis bagi 

peserta didik Sespimti untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan 
pada level pengambil kebijakan. Modul ini membekali peserta didik 
dengan pemahaman mengenai konsep, karakteristik, dan pemanfaatan 

informasi strategis, serta kemampuan membedakan informasi 
operasional, taktis, dan strategis dalam konteks keamanan nasional 

dan tata kelola organisasi Polri. 

Selain itu, modul ini menempatkan manajemen risiko eksekutif sebagai 
instrumen penting dalam kepemimpinan strategis. Risiko dipahami 

sebagai faktor ketidakpastian yang dapat memengaruhi pencapaian 
tujuan organisasi. Melalui pendekatan manajemen risiko yang 

sistematis dan terintegrasi, peserta didik diarahkan untuk mampu 
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mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko strategis 
secara proporsional dan akuntabel. 

Modul ini juga menekankan peran intelijen keamanan sebagai elemen 
strategis dalam mendukung pengambilan keputusan eksekutif. Intelijen 

berfungsi sebagai sarana deteksi dini dan analisis strategis yang 
terintegrasi dengan manajemen risiko. Dengan pendekatan  
pembelajaran berbasis andragogi, diskusi strategis, dan studi kasus, 

peserta didik Sespimti diharapkan mampu mengintegrasikan informasi 
strategis, manajemen risiko, dan intelijen keamanan secara sinergis 

dalam rangka membentuk kepemimpinan strategis Polri yang adaptif, 
profesional, dan berorientasi pada kepentingan nasional. 

 

 

 

Standar Kompetensi   

Mengintegrasikan informasi strategis, manajemen risiko executive dan 
intelijen keamanan. 

 

 

 

 
Kompetensi  Dasar   

1. Memanfaatkan informasi strategis dalam pengambilan 
keputusan nasional. 

Indikator hasil belajar: 

a. Menjelaskan perbedaan data, informasi, intelijen, dan 
informasi strategis  

b. Menganalisis produk intelijen strategis untuk mendukung 
pengambilan keputusan pimpinan nasional dan Polri. 

c. Menerapkan penggunaan informasi strategis dalam 

kebijakan publik. 

 

2. Memahami manajemen executive dan intelijen keamanan  

Indikator hasil belajar: 

a. Menguraikan Enterprise Risk Management (ERM) untuk 

keamanan nasional  
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b. Menguraikan risk asessment dan kebijakan mitigasi tingkat 
tinggi 

c. Mengaudit dan pengawasan risiko operasional. 

 

3. Menganalisis Intelijen Keamanan sebagai Instrumen Kebijakan 

dan Early Warning System 

Indikator hasil belajar:  

a. Menjelaskan peran intelijen keamanan dalam siklus 
kebijakan keamanan nasional dan fungsi early warning 
system. 

b. Menilai kewenangan, etika, dan akuntabilitas intelijen dalam 
negara demokratis berbasis HAM. 

c. Mengintegrasikan dan memanfaatkan intelijen Polri dan 
intelijen strategis nasional sebagai dasar pengambilan 
keputusan strategis. 

 

4. Mengelola informasi strategis, manajemen risiko, dan intelijen 

keamanan secara terintegrasi  

Indikator hasil belajar: 

a. Menetapkan keputusan strategis berbasis intelijen dengan 

mempertimbangkan risiko, konsekuensi kebijakan, serta 
tekanan politik dan krisis. 

b. Mengelola dilema antara keamanan nasional, kebebasan 

sipil, transparansi publik, dan akuntabilitas penggunaan 
intelijen. 

c. Memanfaatkan risiko serta intelijen sebagai sarana 
pembelajaran organisasi dan reformasi kebijakan. 

 

 

 
Materi  Pelajaran 

1. Pokok Bahasan 1: 

Sintesis dan analisis informasi strategis tingkat makro. 

Sub Pokok Bahasan: 

a. Pengelolaan dan fusion informasi lintas fungsi dan wilayah. 
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b. Metode analisis intelijen tingkat anjut (advanced intelligence 
analysis). 

c. Produk intelijen strategis untuk pembuat kebijakan. 

 

2. Pokok Bahasan 2: 

Manajemen executive dan intelijen keamanan.  

Sub Pokok Bahasan: 

a. Enterprise Risk Management (ERM) untuk keamanan 
nasional.  

b. risk assessment dan kebijakan mitigasi tingkat tinggi. 

c. audit dan pengawasan risiko operasional. 

 

3. Pokok Bahasan 3: 

Kontra-Intelijen dan pengamanan aset strategis. 

Sub Pokok Bahasan: 

a. Strategi counter-intelligence (CI) institusi. 

b. Perlindungan aset atrategis dan informasi vital. 

c. Integrasi CI ke dalam cyber security policy 

 

4. Pokok Bahasan 4: 

Kepemimpinan intelijen strategis dan decision support. 

Sub Pokok Bahasan 

a. Fungsi intelijen sebagai strategic enabler. 

b. Dilema etika intelijen dan akuntabilitas. 

c. Warisan kepemimpinan intelijen (leadership legacy). 
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Metode  Pembelajaran 

1. Metode Ceramah 

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang sintesis 
informasi strategis, manajemen risiko executive dan intelijen 

keamanan. 

2. Metode Brainstroming (curah pendapat) 

Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman 

peserta tentang materi yang disampaikan. 

3. Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Metode ini digunakan untuk mendorong interaksi sosial, saling 
ketergantungan positif, dan pengembangan keterampilan sosial 
serta kognitif melalui kerja sama dalam kelompok. 

4. Metode Problem Based Learning 

Metode ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta 

didik dalam memecahkan masalah dengan pendekatan 
pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah 
sebagai cara untuk mengembangkan pemahaman konsep dan 

keterampilan kritis. 

5. Metode Project Based Learning 

Metode ini bertujuan untuk mengembangkan proyek yang 
signifikan, yang menekankan pada pemecahan masalah, 
kolaborasi, dan keterampilan praktis. 

6. Metode Penugasan 

Metode ini bertujuan untuk menugaskan peserta didik untuk 

membuat resume terkait materi yang disampaikan. 

 

 

 

 

Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar 

1. Alat/Media: 

a. Whiteboard. 

b. Flipchart. 

c. Komputer/laptop. 

d. LCD dan screen. 
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e. Laser point. 

f. Pengeras suara/sound system. 

2. Bahan: 

a. Kertas. 

b. Alat tulis. 

3. Sumber Belajar 

a. Paparan Pendidik. 

 

 

 

 

Kegiatan Pembelajaran 

1. Tahap awal : 10 menit 

Pendidik melakukan apersepsi, yang mencakup: 

a. Membuka kelas dan memberikan salam. 

b. Perkenalan. 

c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan 
disampikan dalam proses pembelajaran. 

 

2. Tahap inti : 880 menit 

a. Tahap inti I: pembahasan sintesis informasi strategis, 

manajemen risiko executive dan intelijen keamanan. 
(300 menit) 

1) Pendidik (Narasumber didampingi Widyaiswara) 
mengeksplor pengalaman terkait data intelijen dari 
berbagai wilayah dan lembaga menjadi produk 

informasi strategis yang kredibel untuk Top Decision 
Maker. 

2) Pendidik (Narasumber didampingi Widyaiswara)  
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
merumuskan data intelijen dari berbagai wilayah dan 

lembaga menjadi produk informasi strategis yang 
kredibel untuk top decision maker. 
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b. Tahap inti II: diskusi materi sintesis informasi strategis, 
manajemen risiko executive dan intelijen keamanan. 

(490 menit) 

1) Pendidik (Widyaiswara) menugaskan peserta didik 
melalui Pokjar masing-masing untuk mendiskusikan 

tentang risiko operasional yang teragregasi dari 
seluruh wilayah, serta merumuskan kebijakan mitigasi 

risiko di tingkat nasional. 

2) Pendidik (Widyaiswara) menunjuk salah satu Pokjar 
untuk mempresentasikan hasil diskusi dan ditanggapi 

oleh Pokjar lain. 

3) Pendidik (Widyaiswara) memberikan ulasan dan 

penguatan materi sintesis informasi strategis, 
manajemen risiko executive dan intelijen keamanan. 

4) Pendidik (Widyaiswara) menugaskan peserta didik 

secara perorangan untuk membuat resume dan 
laporan hasil diskusi materi sintesis informasi strategis, 

manajemen risiko executive dan intelijen keamanan.. 

 

3. Tahap akhir : 10 menit 

Pendidik (Widyaiswara) mengakhiri kegiatan pembelajaran, yang 
mencakup kegiatan: 

a. Memberikan penguatan materi, dengan cara memberikan 

ulasan dan penguatan materi secara umum. 

b. Menjelaskan keterkaitan mata pelajaran dengan 

pelaksanaan tugas.  

c. Menyampaikan tindaklanjut dari kegiatan pembelajaran 
dalam bentuk penugasasan dan sebagainya. 

 

 

 
Tagihan / Tugas  

1. Peserta didik mengumpulkan laporan hasil diskusi Pokjar terkait 

materi yang disampaikan. 

2. Peserta didik mengumpulkan tugas NKP 1 sesuai dengan PPKT 
dalam bentuk pdf di upload ke aplikasi SIAP. 
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Lembar  Kegiatan 

1. Laporan hasil diskusi Pokjar terkait materi yang disampaikan. 

2. Resume dengan tulisan tangan sesuai dengan PPKT.  
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Bahan  Bacaan 

POKOK BAHASAN 1 

SINTESIS DAN ANALISIS INFORMASI STRATEGIS 
TINGKAT MAKRO 

 

 

A. Pengelolaan dan Fusion Informasi Lintas Fungsi dan Wilayah 

1. Pengantar 

Pada level strategis, Polri dituntut untuk membangun 

gambaran situasi nasional secara komprehensif, prediktif, 
dan integratif. Untuk mencapai itu, diperlukan kemampuan 
melakukan pengelolaan informasi secara menyeluruh serta 

fusion (peleburan) data dan informasi dari berbagai fungsi 
dan wilayah. Fusion informasi menjadi elemen penting 

dalam penyusunan intelligence picture tingkat makro, 
sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan Polri, 
kementerian/lembaga, hingga pemerintah pusat. 

2. Pengelolaan Informasi Lintas Fungsi dan Wilayah 

a. Lintas Fungsi 

Informasi yang dihimpun berasal dari berbagai fungsi 
operasional Polri, seperti: 

1) Intelijen Keamanan. 

2) Reserse Kriminal. 

3) Binmas. 

4) Samapta. 

5) Lalu Lintas. 

6) Siber / Dittipidsiber. 

7) Humas. 

8) Brimob. 

Integrasi lintas fungsi penting untuk menghindari 

fragmentasi data, potensi duplikasi, serta memastikan 
satu sumber informasi strategis yang konsisten (single 

source of truth). 

b. Lintas Wilayah (Polda–Polres–Polsek). 
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Pengelolaan informasi makro menuntut: 

1) Harmonisasi data dari tingkat Polsek hingga 

Mabes Polri. 

2) Penyamaan format pelaporan. 

3) Mekanisme pengiriman cepat (real time/near 

real time). 

4) Protokol validasi untuk menjaga akurasi situasi 

nasional. 

c. Tantangan 

1) Perbedaan kapasitas SDM dan teknologi antar 

wilayah. 

2) “Information hoarding” (penumpukan informasi 

pada satu fungsi). 

3) Kurangnya interoperabilitas sistem. 

4) Faktor keamanan data dan kewenangan akses. 

3. Fusion Informasi (Information Fusion) 

Fusion informasi adalah proses menggabungkan, 

menyaring, mengkorelasikan, dan mensintesis data dari 
berbagai sumber untuk membangun pemahaman 
situasional yang utuh. 

Tahapan Fusion Informasi: 

a. Collection – pengumpulan data dari seluruh fungsi dan 
wilayah. 

b. Collation & Cleaning – verifikasi, validasi, eliminasi 
duplikasi. 

c. Integration – penggabungan multi-dimensi 
(kriminalitas, sosial, politik, ekonomi, geospasial, 
siber). 

d. Analysis – analisis tren, pola, anomali, dan prediksi. 

e. Synthesis – penyusunan intelligence picture dan 

rekomendasi makro. 

f. Dissemination – penyampaian kepada pemangku 
kepentingan (Kapolda, Mabes, K/L terkait, pemerintah 

daerah/pusat). 

Jenis Fusion: 

a. Vertical Fusion: Polsek → Polres → Polda → Mabes. 
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b. Horizontal Fusion: antar fungsi dalam 1 tingkat 
organisasi. 

c. Interagency Fusion: Polri × TNI × BIN × BSSN × 
Pemda × K/L. 

d. Cross-domain Fusion: menggabungkan data fisik & 

digital (misal: CCTV, Open-source intelligence, data 
sosial media). 

4. Peran Fusion Informasi dalam Analisis Strategis Tingkat 
Makro 

Fusion informasi menghasilkan gambaran strategis yang 

diperlukan untuk: 

a. National Threat Assessment 

1) Mengidentifikasi ancaman nasional: terorisme, 
konflik sosial, bencana, kriminalitas 
transnasional. 

2) Mengikuti dinamika global: geopolitik, ekonomi, 
migrasi, teknologi. 

b. Strategic Early Warning 

Membangun sistem peringatan dini strategis melalui: 

1) Indikator dan trigger events. 

2) Analisis kecenderungan lintas wilayah. 

3) Integrasi data real-time (aplikasi, command 
center, SP2HP, e-Complaint, dll.) 

c. Perumusan Kebijakan Operasional Tingkat Nasional. 

Menghasilkan dasar untuk: 

1) Penentuan prioritas (renstra, renops). 

2) Penempatan dan redistribusi sumber daya 
(personel, anggaran, sarana). 

3) Penguatan sinergi K/L dalam penanganan isu 
strategis. 

d. Strategic Decision Support 

Membantu pimpinan Polri dalam: 

1) Menentukan sikap/arah kebijakan. 

2) Merespons isu-isu berskala luas. 

3) Mengantisipasi eskalasi konflik dan ancaman 

nasional. 
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5. Platform dan Instrumen Pengelolaan Informasi di Polri 

Mengacu pada modernisasi Polri: 

a. Command Center (Polda/Polres/Mabes). 

b. Sistem Informasi Penugasan dan Operasi. 

c. Integrated Criminal Justice System (ICJS). 

d. Fusion Center (dalam integrasi lintas K/L). 

e. Dashboard K3I (Komando, Kendali, Komunikasi, dan 

Informasi). 

f. Sistem pelaporan intelijen (Lapintel, Riksa, GI, dan 
lain-lain). 

 

B. Metode Analisis Intelijen Tingkat Lanjut (Advanced 

Intelligence Analysis) 

1. Pengantar 

Analisis intelijen tingkat lanjut merupakan proses 

pengolahan informasi yang kompleks untuk menghasilkan 
penilaian strategis yang dapat digunakan dalam 

pengambilan keputusan tingkat tinggi. Pada tataran makro, 
analisis tidak hanya memotret situasi keamanan saat ini, 
tetapi memproyeksikan ancaman, kerawanan, peluang, dan 

konsekuensi jangka panjang terhadap stabilitas nasional, 
keamanan publik, dan kepentingan strategis negara. 

Metode ini menuntut kemampuan integratif lintas disiplin, 

pemanfaatan alat analisis modern, serta penggunaan 
pendekatan prediktif untuk mengantisipasi perkembangan 

ancaman yang semakin dinamis. 

2. Ruang Lingkup Analisis Intelijen Tingkat Lanjut 

a. Analisis multi-disiplin (multidisciplinary intelligence 

analysis) 

Menggabungkan pendekatan dari disiplin: 

1) Ilmu sosial dan politik. 

2) Kriminologi. 

3) Ekonomi keamanan. 

4) Teknologi dan siber. 

5) Geospasial. 

6) Psikologi massa dan perilaku kelompok. 
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b. Analisis prediktif dan foresight intelligence 

Metode berbasis proyeksi masa depan, digunakan 

untuk: 

1) Mengidentifikasi tren ancaman jangka 
menengah dan panjang. 

2) Membangun skenario masa depan (scenario 
planning). 

3) Menentukan titik kritis (critical uncertainties) dan 
indikator peringatan dini (early warning 
indicators). 

Teknik yang digunakan: 

1) Trend analysis. 

2) Horizon scanning. 

3) Delphi method. 

4) Strategic foresight tools. 

5) Predictive analytics dengan dukungan big data. 

c. Analisis big data dan pemodelan analitik 

Memanfaatkan volume data besar dari open-source, 
data kepolisian, analisis media sosial, dan rekaman 
digital. 

Pendekatan kontemporer: 

1) Machine learning-assisted analysis. 

2) Social network analysis (SNA). 

3) Pattern recognition. 

4) Analisis geospasial (GeoINT). 

5) Analisis temporal (time-series crime 
intelligence). 

Penting untuk isu: 

1) Terorisme dan radikalisme. 

2) Kejahatan transnasional. 

3) Polarisasi sosial. 

4) Mobilisasi massa dan konflik komunal. 

d. Structured Analytic Techniques (SAT) – Tingkat 

Lanjut. 

e. Fusion analysis (Intelligence Fusion). 
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Fusion analysis penting untuk: 

1) Penanggulangan terorisme. 

2) Kejahatan terorganisir. 

3) Gangguan keamanan berskala nasional. 

4) Krisis sosial-politik. 

f. Analisis risiko strategis (strategic risk intelligence) 

Mengidentifikasi ancaman strategis terhadap stabilitas 

keamanan negara. 

Komponen: 

1) Identifikasi ancaman makro (geopolitik, ekonomi, 

siber, ideologi, sosial). 

2) Penilaian probabilitas dan dampak. 

3) Penentuan prioritas pengamanan nasional. 

4) Penyusunan rekomendasi mitigasi pada tingkat 
kebijakan. 

g. Intelligence syntheses untuk pengambilan keputusan 
tingkat pucuk 

Sintesis bertujuan menghasilkan: 

1) Executive summary intelligence. 

2) Intelligence estimate. 

3) Strategic intelligence brief. 

4) Policy recommendation dan alternative options. 

Produk intelijen makro ini menjadi dasar keputusan: 

1) Kapolri. 

2) Pemerintah pusat. 

3) Instansi kerja sama lintas sektor. 

 

C. Produk Intelijen Strategis untuk Pembuat Kebijakan 

1. Pengertian Produk Intelijen Strategis 

Produk intelijen strategis adalah hasil sintesis informasi 

yang bersifat jangka panjang, komprehensif, lintas fungsi, 
dan berdampak pada kebijakan tingkat nasional atau 
tingkat Polda—Mabes Polri. 
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Produk ini tidak hanya memotret apa yang terjadi, tetapi apa 
artinya bagi negara, Polri, stabilitas keamanan, dan arah 

kebijakan ke depan. 

2. Karakteristik Produk Intelijen Strategis 

a. Berbasis sintesis multi-sumber 

Menggabungkan data eksternal (sosial, ekonomi, 
politik, ideologi, geostrategis, TIK) dan internal 

kepolisian. 

b. Berorientasi dampak dan kebijakan. 

Analisis harus menjawab: 

“Apa maknanya bagi stabilitas negara dan apa yang 
harus dilakukan pimpinan?” 

c. Prospektif dan antisipatif. 

Tidak hanya menjelaskan masa kini, tetapi 
memprediksi perkembangan ancaman dan peluang. 

d. Komprehensif dan lintas kewilayahan/fungsi. 

Menggabungkan dinamika nasional, global, serta 

informasi lintas satfung Polri dan instansi eksternal. 

e. Evidence-based and judgement-based. 

Produktif, objektif, namun tetap mengandung 

professional judgement analis strategis. 

3. Jenis-Jenis Produk Intelijen Strategis 

Berikut jenis produk yang umum diproduksi di tingkat 

strategis Polri: 

a. Strategic intelligence estimate (SIE) 

Dokumen komprehensif mengenai ancaman strategis 
nasional atau wilayah, mencakup: 

1) Situational awareness, indikator, aktor. 

2) Kapasitas ancaman dan risiko. 

3) Tren jangka panjang. 

4) Implikasi terhadap stabilitas nasional. 

b. Early warning and strategic alert. 

c. Strategic risk assessment. 

Analisis risiko tingkat makro terhadap keamanan 
wilayah dan institusi, termasuk mitigasi strategis. 

d. Policy brief/briefing note untuk pimpinan. 
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e. Scenario planning dan strategic foresight. 

f. Intelligence support to strategic operations. 

4. Struktur Umum Produk Intelijen Strategis 

Meski dapat bervariasi, struktur ideal adalah: 

a. Ringkasan eksekutif. 

1 halaman; menjawab so what? dan what next? 

b. Deskripsi situasi strategis. 

Gambaran komprehensif situasi nasional/wilayah. 

c. Analisis inti (sintesis makro). 

d. Forecasting dan proyeksi ke depan. 

e. Implikasi strategis bagi polri dan negara. 

f. opsi dan rekomendasi kebijakan. 

5. Kompetensi Penting Analis Strategis Sespimti Polri 

Untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi, peserta 
perlu memiliki: 

a. Kemampuan big picture thinking. 

b. Literasi geopolitik, ekonomi, sosial, digital security. 

c. Kemampuan multi-dimensional synthesis. 

d. Penguasaan teknik strategic foresight. 

e. Kemampuan menuangkan rekomendasi kebijakan 

berbasis risiko. 

f. Kedisiplinan intelijen: objektivitas, integritas, dan 
akurasi. 

6. Tantangan dalam Produksi Intelijen Strategis 

a. Volume data yang besar dan kompleks. 

b. Fragmentasi informasi lintas satfung. 

c. Risiko bias analis. 

d. Kecepatan dinamika lapangan. 

e. Keterbatasan kemampuan prediksi. 

f. Tuntutan pimpinan: ringkas, cepat, tepat. 

g. Solusinya adalah penggunaan fusion center, integrasi 
data, analisis multi-metode, dan quality assurance 
internal. 
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POKOK BAHASAN 2 

MANAJEMEN EXECUTIVE  

DAN INTELIJEN KEAMANAN 

 

 

A. Enterprise Risk Management (ERM) untuk Keamanan 
Nasional 

1. Konsep Dasar ERM dalam Keamanan Nasional 

Enterprise Risk Management (ERM) adalah pendekatan 

terpadu dan menyeluruh dalam mengidentifikasi, menilai, 
mengelola, dan memonitor seluruh kategori risiko yang dapat 
mengancam pencapaian tujuan strategis organisasi. 

Dalam konteks Keamanan Nasional, ERM digunakan untuk 
memetakan dan mengelola risiko keamanan di tingkat makro 

yang mencakup: 

a. Stabilitas politik. 

b. Kedaulatan wilayah dan pertahanan. 

c. Keamanan publik dan ketertiban sosial. 

d. Gangguan terorisme dan radikalisme. 

e. Kejahatan transnasional (narkotika, siber, perdagangan 
orang, dan lain-lain). 

f. Risiko bencana alam dan non-alam. 

g. Risiko ekonomi dan sosial yang berdampak pada 
keamanan. 

ERM berfungsi sebagai kerangka governance agar negara 
memiliki kapasitas antisipatif, responsif, dan adaptif terhadap 
ancaman kompleks yang bersifat multidimensi. 

2. Tujuan ERM dalam Konteks Keamanan Nasional 

a. Meningkatkan kesiapsiagaan strategis nasional dengan 

memahami hubungan antar-risiko. 

b. Memprioritaskan ancaman utama berdasarkan 
likelihood and impact untuk mendukung kebijakan 

Presiden/Pemerintah. 

c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam 

pencegahan, mitigasi, dan respon. 
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d. Meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga 
dalam manajemen risiko lintas-sektor dan lintas-

wilayah. 

e. Memperkuat fungsi early warning system melalui 
integrasi intelijen. 

f. Membangun budaya manajemen risiko dalam 
pengambilan keputusan strategis di level eksekutif. 

3. Komponen ERM (COSO ERM Framework) dalam Keamanan 
Nasional 

Dalam konteks negara, prinsip ERM COSO digunakan tetapi 

disesuaikan dengan karakter ancaman nasional. 

a. Governance anf Culture. 

1) Kepemimpinan nasional menentukan arah 
kebijakan keamanan. 

2) Penanaman budaya risk-aware pada 

kementerian/lembaga. 

3) Penegasan peran Polri, TNI, BIN, dan instansi lain 

dalam siklus risiko. 

b. Strategi dan objective-setting. 

1) Menyelaraskan sasaran keamanan nasional 

dengan RPJPN/RPJMN. 

2) Menentukan risk appetite negara (misal toleransi 
terhadap kriminalitas, ancaman siber dan lain-

lain). 

c. Performance. 

1) Identifikasi risiko nasional: politik, ekonomi, sosial, 
cyber, kriminal, terorisme. 

2) Analisis dan kuantifikasi risiko berbasis intelijen 

strategis. 

3) Penentuan prioritas risiko nasional (National Risk 

Profile). 

d. Review and revision, 

1) Evaluasi efektivitas mitigasi. 

2) Penyesuaian kebijakan terhadap dinamika 
ancaman global. 

e. Information, Communication and Reporting. 

1) Penguatan sistem pelaporan terpadu lintas sektor. 
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2) Penggunaan teknologi big data dan intelligence 
fusion center. 

3) Transparansi bagi pembuat kebijakan tingkat 
eksekutif. 

4. Peran Intelijen dalam ERM Keamanan Nasional 

a. Identifikasi risiko. 

b. Analisis risiko. 

c. Mitigasi dan strategi penanganan. 

d. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan. 

5. Implementasi ERM Nasional di Lingkungan Polri 

Polri berperan dalam: 

a. Penyusunan profil risiko keamanan nasional. 

b. Integrasi ERM dengan sistem intelijen Polri. 

c. Dukungan kebijakan eksekutif. 

6. Tantangan Penerapan ERM dalam Keamanan Nasional 

a. Data silo antar lembaga pemerintah. 

b. Keterbatasan interoperabilitas sistem analitik intelijen. 

c. Risiko politik dan sensitivitas informasi intelijen. 

d. Kurangnya kapasitas SDM dalam risk governance 
tingkat strategis. 

e. Ancaman baru seperti hybrid threats, disinformasi, dan 
serangan siber. 

7. Prinsip Keberhasilan ERM Keamanan Nasional 

a. Kepemimpinan strategis yang kuat. 

b. Integrasi intelijen murni ke dalam proses manajemen 

risiko. 

c. Pendekatan whole-of-government and whole-of-
society. 

d. Pemanfaatan teknologi analitik canggih (AI, machine 
learning, geospasial). 

e. Penguatan budaya keamanan dan manajemen risiko di 
seluruh instansi. 
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B. Enterprise Risk Management (ERM) Pada Fungsi Keamanan 
dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Nasional 

1. Pengantar 

Pada level pimpinan tinggi (executive level) Polri, proses risk 
assessment dan penyusunan high-level mitigation policy 

menjadi pilar utama untuk menjamin keamanan nasional, 
stabilitas sosial, serta efektivitas operasi kepolisian. Proses 

ini berfokus pada risiko strategis yang berdampak luas, lintas 
sektor, dan terkait kepentingan negara. 

Di tingkat Sespimti, pendekatan yang dipelajari menekankan 

strategic foresight, executive judgment, intelligence-driven 
policy, dan inter-agency coordination. 

2. Risk Assessment Tingkat Eksekutif 

Risk assessment tingkat tinggi berbeda dari risk assessment 
teknis di tingkat operasional. Fokusnya adalah risiko makro, 

yaitu risiko yang mempengaruhi keamanan nasional, 
kepercayaan publik, kelangsungan organisasi, atau stabilitas 

negara. 

a. Fokus analisis risiko. 

1) Risiko keamanan nasional. 

2) Risiko stabilitas sosial-politik. 

3) Risiko institusional (organizational strategic risk). 

b. Tahapan risk assessment tingkat eksekutif 

1) Strategic scanning. 

2) Strategic risk identification. 

3) Risk evaluation (likelihood and impact). 

4) Prioritas risiko (risk prioritization) 

5) Assessment berbasis intelijen (intelligence-driven 

risk assessment) 

3. Kebijakan Mitigasi Tingkat Tinggi 

Kebijakan mitigasi tingkat eksekutif berfungsi sebagai 
kerangka strategis untuk mengurangi dampak risiko besar 
yang berpotensi mengganggu keamanan nasional dan 

stabilitas kelembagaan. 

a. Karakteristik kebijakan mitigasi tingkat eksekutif. 

1) Sifatnya makro, lintas fungsi, lintas instansi. 

2) Didasarkan pada intelijen strategis dan prediksi 
jangka panjang. 
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3) Menggunakan pendekatan integratif (whole-of-
government, whole-of-police). 

4) Berorientasi pada stabilitas negara dan legitimasi 
institusi. 

b. Contoh kebijakan mitigasi tingkat tinggi 

1) Mitigasi ancaman terorisme dan radikalisme. 

2) Integrasi counter-terrorism intelligence dengan 

Bais TNI, BNPT, dan BIN. 

3) Early disruption melalui deteksi pola radikalisasi di 
ruang digital. 

4) Mitigasi ancaman siber nasional. 

5) Pembentukan national cyber fusion center. 

6) Penguatan detasemen siber Polri dan kolaborasi 
dengan BSSN. 

7) Mitigasi risiko menurunnya kepercayaan publik. 

8) Reformasi tata kelola internal berbasis 
transparency and accountability. 

9) Penguatan crisis communication strategy. 

10) Mitigasi risiko konflik sosial-politik. 

11) Analisis pola mobilisasi massa. 

12) Pre-crisis vulnerability mapping. 

13) Operasi intelijen pengamanan Pemilu dan event 
nasional. 

14) Mitigasi risiko kejahatan transnasional. 

15) Kerja sama intelligence sharing dengan Interpol, 

Aseanapol. 

16) Penguatan financial intelligence untuk tindak 
pidana pencucian uang. 

c. Pendekatan mitigasi strategis 

1) Policy-Based Mitigation – penguatan regulasi, 

SOP, dan kerangka kebijakan. 

2) Operational Mitigation – peningkatan kapasitas 
personel, teknologi, dan metode. 

3) Intelligence-Led Mitigation – memanfaatkan 
informasi untuk mencegah eskalasi. 
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4) Stakeholder Mitigation – kolaborasi dengan 
pemerintah daerah, TNI, kementerian, dan 

masyarakat. 

5) crisis management and business continuity – tata 
kelola saat gangguan besar. 
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POKOK BAHASAN 3 

KEBIJAKAN COUNTER-INTELLIGENCE (CI) UNTUK 
MELINDUNGI ASET STRATEGIS POLRI, PERSONEL, 

DAN INFORMASI VITAL DARI ANCAMAN ASING 

MAUPUN DOMESTIK 

 

 

A. Ancaman Intelijen Asing (Espionage) dan Subversion 
Terhadap Institusi Polri dan Pejabat Tinggi 

1. Pengertian Espionase (Foreign Intelligence Threats) 

Espionase adalah aktivitas pengumpulan informasi sensitif 

dan strategis secara rahasia oleh intelijen negara asing 
untuk memperoleh keunggulan politik, ekonomi, militer, 
atau keamanan. 

Dalam konteks Polri, ancaman ini dapat berupa: 

a. Penyusupan agen intel asing ke jaringan internal. 

b. Rekrutmen pejabat atau anggota Polri sebagai 
“insider”. 

c. Teknik cyber espionage (phishing, APT, malware). 

d. Penyadapan komunikasi strategis pejabat tinggi. 

e. Pemantauan operasi Polri yang berkaitan dengan 

geopolitik dan kontra-intelijen. 

2. Pengertian Subversion (Upaya Pembusukan) 

Subversion adalah upaya sistematis untuk melemahkan 

atau mengganggu stabilitas internal institusi melalui 
infiltrasi, propaganda, manipulasi informasi, korupsi, atau 

pengaruh politik tersembunyi. 

Dalam konteks Polri, subversion mencakup: 

a. Upaya memecah belah perwira tinggi. 

b. Penyebaran narasi yang menargetkan legitimasi Polri 

c. Penyusupan kedalam organisasi untuk 

mengendalikan keputusan. 

d. Kampanye disinformasi melalui media atau platform 
digital. 

e. Penggunaan proxy (lembaga, LSM palsu, organisasi 
akademik) sebagai alat pengaruh. 
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3. Bentuk Ancaman terhadap Polri dan Pejabat Tinggi 

a. Ancaman terhadap institusi Polri. 

1) Infiltrasi jaringan internal melalui: 

a) perekrutan pegawai non-organik. 

b) vendor teknologi asing. 

c) kerjasama bilateral yang dieksploitasi. 

2) Serangan siber pada: 

a) sistem informasi kepolisian. 

b) database kriminal nasional. 

c) infrastruktur komunikasi terenkripsi. 

3) Pemanfaatan informasi publik untuk memetakan 
kerentanan organisasi. 

b. Ancaman terhadap pejabat tinggi Polri 

1) Targeting personal: jebakan finansial, gratifikasi, 
honey trap, tekanan politik. 

2) Intercept komunikasi (telepon, email, protokol 
digital). 

3) Social engineering untuk memperoleh akses 
informasi strategis. 

4) Pengaruh kebijakan melalui aktor non-negara 

yang dikendalikan asing. 

4. Dampak Strategis bagi Keamanan Nasional. 

Jika berhasil, ancaman ini dapat mengakibatkan: 

a. Kebocoran informasi operasi intelijen Polri. 

b. Manipulasi kebijakan keamanan nasional. 

c. Penurunan kepercayaan publik dan mitra 
internasional. 

d. Kerentanan terhadap infiltrasi kelompok kriminal 

transnasional. 

e. Potensi konflik antar lembaga keamanan. 

5. Upaya Penanggulangan 

a. Counter intelligence (CI) yang terintegrasi di semua 
Polda. 

b. Vetting and background check pejabat strategis. 

c. Penguatan keamanan informasi dan siber. 
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d. SOP kerjasama luar negeri untuk mencegah penetrasi 
intel asing. 

e. Pelatihan kewaspadaan intelijen (security awareness) 

f. Pendeteksian insider threat secara berkala. 

g. Monitoring pergerakan pengaruh asing (foreign 

influence tracking). 

 

B. Doktrin dan Kebijakan Kontra-Intelijen yang bersifat 
Preventive dan Detective 

Kontra-intelijen (counter intelligence/CI) adalah rangkaian 

kebijakan, prosedur, dan aktivitas yang bertujuan mencegah, 
mendeteksi, serta menanggulangi aktivitas intelijen asing 

maupun aktor domestik yang mengancam keamanan nasional, 
keamanan informasi, lembaga pemerintah, serta pejabat tinggi 
negara. 

Dalam arsitektur keamanan modern, kebijakan kontra-intelijen 
dibagi menjadi dua pendekatan utama: 

1. Kebijakan Kontra-Intelijen Preventive 

Kontra-intelijen preventive berfokus pada pencegahan 
sebelum ancaman terjadi, dengan tujuan menciptakan 

lingkungan yang aman, resilien, serta meminimalkan 
kerentanan (vulnerabilities) yang bisa dieksploitasi. 

Tujuan utama: 

a. Memitigasi peluang infiltrasi, penetrasi, penggalangan 
(recruitment), maupun spionase. 

b. Membangun kultur keamanan (security culture) dalam 
organisasi. 

c. Melindungi informasi, personel, dokumen, dan sistem 

teknologi. 

d. Menurunkan risiko kebocoran data dan manipulasi 

pejabat/pengambil keputusan. 

Contoh kebijakan preventive: 

a. Background check/vetting personel baru dan pejabat 

strategis. 

b. Security awareness and training, termasuk etika 

kerahasiaan. 

c. Information security (Infosec): klasifikasi dokumen, 
protokol akses, hardening sistem TI. 
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d. Physical security: kontrol akses gedung, CCTV, audit 
tamu, zona merah. 

e. Random security inspection untuk mencegah 
penyusupan perangkat mata-mata. 

f. Analisis kerentanan (vulnerability assessment) 

terhadap unit atau pejabat tertentu. 

2. Kebijakan Kontra-Intelijen Detective 

Kontra-intelijen detective berfokus pada pendeteksian dini 
atas kegiatan infiltrasi, spionase, penggalangan, 
subversion, atau aktivitas yang mencurigakan di dalam dan 

sekitar institusi. 

Tujuan utama: 

a. Mengidentifikasi indikasi aktivitas intelijen lawan 
secara cepat. 

b. Memetakan pola, aktor, dan modus operandi. 

c. Mencegah kerusakan lebih lanjut melalui early 
warning dan counter-measure. 

d. Menyediakan dasar bagi penegakan hukum dan 
langkah penindakan. 

Contoh kebijakan detective: 

a. Counter-surveillance (pemantauan terhadap upaya 
pengintaian terhadap pejabat). 

b. Monitoring akses sistem TI dan deteksi anomali pada 

jaringan. 

c. Internal audit forensik terhadap transaksi, sistem, 

komunikasi internal. 

d. Human intelligence (HUMINT) internal: pelaporan 
personel, whistleblowing. 

e. Security incident reporting system untuk melacak 
perilaku mencurigakan. 

f. Kontra-infiltrasi melalui pemetaan jejaring eksternal 
berisiko tinggi. 

 

C. Program Pengamanan Intelijen Terhadap Personel, Data, 
dan Fasilitas Kritis 

Program Pengamanan Intelijen (intelligence security program) 
adalah rangkaian kebijakan, prosedur, dan tindakan teknis yang 
dirancang untuk melindungi personel, data sensitif, serta fasilitas 

kritis dari ancaman seperti spionase, sabotase, peretasan, 
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infiltrasi, dan kebocoran informasi. Program ini merupakan pilar 
utama dalam keamanan nasional karena setiap kerentanan pada 

unsur personel, informasi, atau infrastruktur dapat dimanfaatkan 
oleh aktor-aktor berbahaya baik domestik maupun asing. 

1. Pengamanan Personel (Personnel Security) 

Tujuannya mencegah infiltrasi, perekrutan, atau manipulasi 
terhadap anggota organisasi. 

Ruang lingkupnya meliputi: 

a. Screening and background check: verifikasi riwayat 
personel, integritas, dan rekam jejak. 

b. Continuous evaluation: pemantauan perilaku dan pola 
risiko secara berkelanjutan. 

c. Insider threat program: deteksi dini terhadap potensi 
ancaman dari orang dalam (financial stress, ideology 
shift, behavioral anomaly). 

d. Training keamanan: peningkatan kesadaran terhadap 
modus pengumpulan intelijen asing. 

2. Pengamanan Data (Information and Cyber Security) 

Berfokus pada perlindungan kerahasiaan, integritas, dan 
ketersediaan data. 

Ruang lingkupnya: 

a. Classification and access control: pengelompokan 
data berdasarkan tingkat sensitifitas dan pembatasan 

akses. 

b. Encryption and secure communication: pengamanan 

data pada saat transit atau saat disimpan. 

c. Network monitoring and anomaly detection: deteksi 
intrusi, phishing, malware, dan aktivitas 

mencurigakan. 

d. Data leakage prevention (DLP): mencegah kebocoran 

data melalui perangkat internal maupun eksternal. 

3. Pengamanan Fasilitas Kritis (Critical Infrastructure/Facility 
Security) 

Fasilitas intelijen, pusat komando, server pusat, gudang 
logistik, serta fasilitas teknologi tinggi wajib dilindungi 

secara fisik. 

Elemen pengamanan meliputi: 

a. Physical access control (CCTV, biometric, visitor 

management). 
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b. Perimeter security (pagar, sensor getar, anti-
tailgating). 

c. Redundansi dan pemulihan darurat: electrical backup, 
disaster recovery center. 

d. Inspeksi dan audit keamanan berkala. 

4. Integrasi Tiga Unsur: Personnel–Data–Facility Security 

Program pengamanan yang efektif menyatukan ketiga 

aspek tersebut dalam suatu kerangka kebijakan intelijen 
yang terintegrasi, misalnya: 

a. Prosedur intelijen kontra-spionase. 

b. Standar keamanan operasional (SOP). 

c. Sistem informasi keamanan terpusat. 

d. Mekanisme pelaporan cepat (rapid reporting). 

Tujuan akhirnya adalah membangun postur keamanan 
intelijen yang tangguh, mencegah celah yang dapat 

mengancam operasi, reputasi, maupun kedaulatan negara. 

 

D. Aset Strategis Polri (Jaringan Komunikasi, Data Perkara, 
Sumber Daya Manusia Kunci) 

Program Pengamanan Intelijen (intelligence security program) 

adalah rangkaian kebijakan, prosedur, dan tindakan teknis yang 
dirancang untuk melindungi personel, data sensitif, serta fasilitas 
kritis dari ancaman seperti spionase, sabotase, peretasan, 

infiltrasi, dan kebocoran informasi. Program ini merupakan pilar 
utama dalam keamanan nasional karena setiap kerentanan pada 

unsur personel, informasi, atau infrastruktur dapat dimanfaatkan 
oleh aktor-aktor berbahaya baik domestik maupun asing. 

1. Pengamanan Personel (Personnel Security) 

Tujuannya mencegah infiltrasi, perekrutan, atau manipulasi 
terhadap anggota organisasi. 

Ruang lingkupnya meliputi: 

a. Screening and background check: verifikasi riwayat 
personel, integritas, dan rekam jejak. 

b. Continuous evaluation: pemantauan perilaku dan pola 
risiko secara berkelanjutan. 

c. Insider threat program: deteksi dini terhadap potensi 
ancaman dari orang dalam (financial stress, ideology 
shift, behavioral anomaly). 
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d. Training keamanan: peningkatan kesadaran terhadap 
modus pengumpulan intelijen asing. 

2. Pengamanan Data (Information and Cyber Security) 

Berfokus pada perlindungan kerahasiaan, integritas, dan 
ketersediaan data. 

Ruang lingkupnya: 

a. Classification and access control: pengelompokan 

data berdasarkan tingkat sensitifitas dan pembatasan 
akses. 

b. Encryption and secure communication: pengamanan 

data pada saat transit atau saat disimpan. 

c. Network monitoring and anomaly detection: deteksi 

intrusi, phishing, malware, dan aktivitas 
mencurigakan. 

d. Data leakage prevention (DLP): mencegah kebocoran 

data melalui perangkat internal maupun eksternal. 

3. Pengamanan Fasilitas Kritis (Critical Infrastructure/Facility 

Security) 

Fasilitas intelijen, pusat komando, server pusat, gudang 
logistik, serta fasilitas teknologi tinggi wajib dilindungi 

secara fisik. 

Elemen pengamanan meliputi: 

a. Physical access control (CCTV, biometric, visitor 

management). 

b. Perimeter security (pagar, sensor getar, anti-

tailgating). 

c. Redundansi dan pemulihan darurat: electrical backup, 
disaster recovery center. 

d. Inspeksi dan audit keamanan berkala. 

4. Integrasi Tiga Unsur: Personnel–Data–Facility Security 

Program pengamanan yang efektif menyatukan ketiga 
aspek tersebut dalam suatu kerangka kebijakan intelijen 
yang terintegrasi, misalnya: 

a. Prosedur intelijen kontra-spionase. 

b. Standar keamanan operasional (SOP). 

c. Sistem informasi keamanan terpusat. 

d. Mekanisme pelaporan cepat (rapid reporting). 
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Tujuan akhirnya adalah membangun postur keamanan intelijen 
yang tangguh, mencegah celah yang dapat mengancam operasi, 

reputasi, maupun kedaulatan negara. 
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POKOK BAHASAN 4 

KOMUNITAS INTELIJEN UNTUK MENDUKUNG 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEGIS DAN 

MEMBANGUN BUDAYA INTELLIGENCE-LED POLICING 

(ILP) DI TINGKAT ORGANISASI 

 

 

A. Visi Intelligence-Led Policing (ILP) Di Tingkat Nasional Dan 
Memastikan Penerapannya Di Seluruh Fungsi 

Intelligence-Led Policing (ILP) adalah pendekatan manajemen 
kepolisian yang menempatkan intelijen sebagai dasar utama 

(intelligence as the first principle) dalam pengambilan keputusan 
strategis, operasional, dan taktis. Pada tingkat nasional, ILP 
berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, operasi, 

dan prioritas kepolisian berorientasi pada risiko, ancaman aktual, 
dan data intelijen yang tervalidasi, bukan sekadar reaksi atas 

kejadian. 

Di tingkat nasional, implementasi ILP menuntut: 

1. Arsitektur Intelijen Terpadu Polri 

a. Integrasi seluruh sumber informasi dari Polda, Polres, 
hingga Polsek. 

b. Konsolidasi data ke pusat (misal: National Intelligence 
Fusion Centre Polri). 

c. Standarisasi siklus intelijen: collection – processing – 

analysis – dissemination. 

2. Penentuan Prioritas Strategis Nasional Berbasis Risiko 

a. Identifikasi ancaman prioritas nasional (terorisme, 
kejahatan transnasional, siber, radikalisme, gangguan 
Kamtibmas tertentu). 

b. Penetapan National Crime Intelligence Requirements 
(NCIR). 

3. Penerapan ILP di Seluruh Fungsi Polri 

ILP bukan hanya milik fungsi intelijen, tetapi mengikat 
seluruh fungsi: 

a. Reserse → operasi pengungkapan berbasis target 
(targeted investigation). 

b. Sabara / Preventif → patroli diarahkan ke hotspot 
berdasarkan intelligence briefing. 
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c. Lantas → pengaturan arus dan mitigasi kemacetan 
berbasis prediksi (predictive deployment). 

d. Binmas → program pembinaan masyarakat berbasis 
profil kerawanan sosial. 

e. Brimob / Operasi Khusus → deployment berdasarkan 

indikator ancaman terukur. 

4. Mekanisme Penyebaran Produk Intelijen 

a. Intelijen strategis → untuk kebijakan Kapolri dan NSC. 

b. Intelijen operasional → untuk Kabareskrim, Korwas, 
dan Polda. 

c. Intelijen taktis → untuk Kapolres dan unit lapangan. 

 

B. Hubungan Strategis Antara Pimpinan Polri dan Unit Intelijen 
(Baintelkam) Untuk Memastikan Relevansi Produk 

Koordinasi strategis antara Pimpinan Polri dan Baintelkam Polri 

merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa 
seluruh produk intelijen yang dihasilkan—baik berupa laporan 

situasional, analisis ancaman, prediksi, maupun rekomendasi 
kebijakan—selalu relevan, kontekstual, dan mendukung 
pengambilan keputusan operasional maupun strategis. 

Tujuan utama koordinasi strategis ini meliputi: 

1. Menjamin keselarasan kebutuhan informasi dengan 
prioritas pimpinan 

Pimpinan Polri memiliki agenda strategis, prioritas operasi, 
dan target kebijakan tertentu. Baintelkam harus terus 

memperbarui pemahaman terhadap prioritas tersebut 
sehingga produk intelijen yang disusun benar-benar 
menjawab kebutuhan pimpinan, bukan hanya berdasarkan 

perspektif internal intelijen. 

2. Menyediakan intelijen yang actionable 

Melalui koordinasi rutin, analisis intelijen dapat dipastikan 
tidak bersifat terlalu umum, melainkan menghasilkan 
rekomendasi taktis dan strategis yang bisa segera 

diterapkan oleh Kapolri, para Kabareskrim, Kapolda, serta 
pemegang komando operasi lainnya. 

3. Sinkronisasi orientasi intelijen jangka pendek dan jangka 
panjang 

Baintelkam harus mampu menyediakan intelijen yang 

mendukung operasi harian (daily intelligence requirement) 
serta kebijakan nasional jangka panjang seperti 
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pengamanan Pemilu, stabilitas politik nasional, dan isu 
strategis lintas-kementerian. 

4. Menjamin kualitas, validitas, dan integritas data intelijen  

Koordinasi strategis memastikan bahwa semua produk 
intelijen didukung oleh sumber informasi kredibel, analisis 

berbasis metodologi intelijen modern (misalnya: ACH, risk-
based analysis), serta diverifikasi lintas-unit untuk 

mengurangi bias. 

5. Meningkatkan kecepatan respon terhadap dinamika 
ancaman 

Karena situasi keamanan cepat berubah (cybercrime, 
radikalisme, konflik sosial), koordinasi intensif 

memungkinkan pimpinan segera memberikan arah baru 
kepada unit intelijen agar dapat menyesuaikan fokus 
pengumpulan dan analisis. 

 

C. Program Peningkatan Kapasitas SDM Intelijen (Pelatihan 

Analisis, Teknologi, Dan Etika) 

1. Pengertian Program Peningkatan Kapasitas SDM Intelijen  

Program Peningkatan Kapasitas SDM Intelijen merupakan 

serangkaian inisiatif terstruktur untuk meningkatkan 
kompetensi personel intelijen melalui pelatihan analisis, 
penguasaan teknologi intelijen modern, serta pemahaman 

mendalam mengenai etika dan standar profesionalisme. 
Program ini menjadi fondasi bagi terbentuknya intelijen 

yang adaptif, akurat, dan berintegritas dalam menghadapi 
dinamika ancaman kontemporer. 

Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap personel 

intelijen memiliki: 

a. Kemampuan analitis yang kuat, berbasis metode 

ilmiah dan teknik analisis modern. 

b. Kemampuan mengoperasionalkan teknologi intelijen 
terbaru, termasuk sistem data fusion, OSINT, SIGINT, 

AI-assisted analysis, dan keamanan siber. 

c. Integritas moral dan etika yang menjadi standar utama 

dalam menangani informasi sensitif dan pengambilan 
keputusan intelijen. 

2. Komponen Utama Program 

a. Pelatihan analisis intelijen 
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Fokus pada peningkatan kemampuan personel 
dalam: 

1) Critical thinking dan structured analytic 
techniques (SAT). 

2) Analisis berbasis data dan probabilistik. 

3) Competing hypotheses, profiling, dan analisis 
risiko strategis. 

4) Penyusunan laporan intelijen yang akurat, 
terukur, dan dapat ditindaklanjuti (actionable 
intelligence). 

Tujuan: 

Menghasilkan analis yang mampu mengidentifikasi 

pola ancaman, memprediksi risiko, serta menyajikan 
rekomendasi tepat bagi pimpinan. 

b. Pelatihan Teknologi Intelijen 

Berkaitan dengan peningkatan kompetensi dalam 
penggunaan: 

1) Sistem intelligence data fusion dan cross-
validation. 

2) Teknologi pengumpulan data: OSINT tools, 

SIGINT tools, geospatial intelligence (GEOINT), 
cyber intelligence. 

3) Teknologi AI/ML untuk mendukung analisis data 

berskala besar. 

4) Sistem keamanan informasi dan perlindungan 

infrastruktur intelijen. 

Tujuan: 

Meningkatkan kemampuan operasional intelijen agar 

dapat bekerja cepat, akurat, dan berbasis teknologi 
mutakhir. 

c. Pelatihan etika dan profesionalisme intelijen  

Menitikberatkan pada: 

1) Prinsip legalitas dalam operasi intelijen. 

2) Etika pengumpulan data dan perlindungan hak 
asasi manusia. 

3) Standar kerahasiaan, integritas, dan 
akuntabilitas. 
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4) Pencegahan penyalahgunaan wewenang dan 
pelanggaran etika. 

Tujuan: 

Menciptakan personel intelijen yang tidak hanya 
kompeten tetapi juga berintegritas tinggi dan taat 

aturan. 

 

D. Etika Dalam Pengumpulan Dan Penggunaan Data Intelijen 
(Pengawasan Publik, Hak Privasi) 

1. Konsep Pengumpulan Data Intelijen 

Pengumpulan data intelijen adalah proses memperoleh 
informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan 

keputusan keamanan negara dan penegakan hukum. 
Proses ini mencakup pengumpulan data dari berbagai 
sumber seperti: 

a. Open-Source Intelligence (OSINT): media, internet, 
laporan publik. 

b. Human Intelligence (HUMINT): wawancara, informan. 

c. Signals Intelligence (SIGINT): komunikasi elektronik 
(yang diatur ketat oleh hukum). 

d. Geospatial Intelligence (GEOINT): citra satelit, foto 
udara. 

Tujuannya adalah menyediakan informasi akurat, tepat 

waktu, dan dapat diandalkan untuk mendeteksi ancaman, 
menganalisis risiko, dan mendukung operasi keamanan 

nasional. 

2. Prinsip Pengawasan Publik (Public Oversight) 

Agar kewenangan intelijen tidak disalahgunakan, 

diperlukan mekanisme pengawasan internal dan eksternal: 

a. Pengawasan internal. 

1) Inspektorat, audit internal, pengawasan atasan. 

2) Kebijakan standar operasi (SOP) pengumpulan 
data. 

3) Penilaian etika dan kepatuhan (compliance 
assessment). 

b. Pengawasan Eksternal. 
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1) Pengawasan oleh lembaga negara (komisi 
independen atau DPR/DPRD, tergantung 

negara). 

2) Mekanisme judicial review untuk tindakan yang 
bersifat intrusif. 

3) Pelaporan publik (public accountability report) 
oleh lembaga intelijen. 

4) Pengawasan publik memastikan bahwa aktivitas 
intelijen tidak berlebihan, tidak melanggar hak, 
dan tetap proporsional terhadap ancaman. 

3. Hak Privasi dalam Pengumpulan Data Intelijen 

Dalam negara demokratis, data intelijen harus dikumpulkan 

dengan menghormati hak privasi warga negara. Prinsip 
dasarnya: 

a. Legalitas. 

Setiap bentuk pengumpulan data harus memiliki dasar 
hukum. 

b. Proposionalitas. 

Tindakan hanya boleh dilakukan jika ancamannya 
realistis dan sebanding. 

c. Necessity (Kebutuhan yang jelas). 

Pengumpulan data harus benar-benar diperlukan. 

d. Minimization. 

Mengurangi data yang tidak perlu, menyembunyikan 
identitas warga biasa, dan membatasi pihak yang 

boleh mengakses data. 

e. Transparansi terbatas (controlled transparency) 

Lembaga intelijen memberikan informasi umum 

kepada publik mengenai prosedur, tanpa membuka 
rahasia operasional. 

4. Tantangan di Era Digital 

Di era big data, AI, dan pengawasan siber, tantangan utama 
ialah: 

a. Risiko penyalahgunaan data pribadi. 

b. Kebocoran data dan serangan siber. 

c. Perlu standar keamanan data (data protection). 

d. Konflik antara kebutuhan keamanan dan hak privasi. 
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Rangkuman 

1. Sintesis Informasi Strategis 

Sintesis informasi strategis adalah proses menggabungkan 
berbagai data, laporan, dan indikator intelijen menjadi satu 

pemahaman komprehensif yang dapat digunakan untuk 
pengambilan keputusan tingkat pimpinan. Proses ini mencakup: 

Integrasi multi-sumber (laporan wilayah, HUMINT, SIGINT, 

OSINT, dan data kementerian/lembaga). 

Analisis pola, tren, dan anomali untuk menemukan hubungan 

antar-peristiwa yang tidak terlihat pada level operasional. 

Penilaian dampak strategis, yakni melihat sejauh mana isu 
tertentu dapat memengaruhi stabilitas politik, ekonomi, sosial, 

atau keamanan nasional. 

Transformasi informasi taktis menjadi intelijen strategis yang 

lebih ringkas, prediktif, dan berorientasi pada early warning. 

Tujuan utamanya: menghasilkan Strategic Intelligence Brief yang 
relevan untuk pimpinan Polri dan pemangku kebijakan pada 

tingkat nasional. 

2. Manajemen Risiko Operasional 

Manajemen risiko operasional adalah kerangka kerja untuk 
mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengurangi risiko 
yang timbul dari proses, personel, teknologi, atau kejadian 

eksternal dalam aktivitas keamanan dan intelijen. 

Komponen utamanya: 

a. Identifikasi Risiko 

Mengidentifikasi risiko berbasis wilayah (Polda dan 
kewilayahan) seperti konflik sosial, kriminalitas, terorisme, 

bencana, dan disinformasi. 

b. Analisis dan Kuantifikasi Risiko 

Menggunakan metode seperti risk matrix dan risk 
modeling untuk menilai probabilitas serta tingkat dampak 
(politik, ekonomi, keamanan, reputasi). 

c. Mitigasi Risiko Operasional 

Langkah-langkah pengurangan risiko melalui SOP, 

peningkatan kapasitas personel, teknologi pengawasan, 
dan koordinasi lintas instansi. 
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d. Monitoring dan Evaluasi 

Melakukan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan 

kesiapan dan adaptabilitas, termasuk feedback loop bagi 
perencanaan kontinjensi wilayah. 

Manajemen risiko operasional mendukung Polri dalam 
mengalokasikan sumber daya secara efektif dan mencegah 
kegagalan operasional. 

3. Intelijen Wilayah 

Intelijen wilayah berfungsi sebagai sumber utama pemetaan 

dinamika keamanan di tingkat lokal, regional, hingga nasional. 
Fokusnya pada: 

a. Deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan di 

daerah. 

b. Pengumpulan data berbasis konteks lokal, termasuk motif 

kelompok, struktur sosial, dan faktor pemicu konflik. 

c. Analisis kerawanan wilayah (geografis, demografis, politik, 
dan sosial budaya). 

d. Penyediaan rekomendasi operasional yang bersifat 
langsung dan dapat diimplementasikan oleh Polda, Polres, 

dan jajaran kewilayahan. 

e. Keterhubungan vertikal: laporan wilayah harus dapat di-
fusion-kan dengan informasi strategis nasional. 

Intelijen wilayah menjadi pondasi penting dalam early warning 
dan early action, terutama pada isu high-impact seperti Pemilu, 

aksi terorisme, bencana besar, dan instabilitas politik. 

4. Hubungan Tiga Komponen Utama 

Ketiga materi ini saling terhubung dalam satu sistem keamanan 

modern: 

a. Intelijen wilayah menghasilkan data awal dari lapangan. 

b. Data tersebut dianalisis dalam kerangka manajemen risiko 
operasional untuk mengetahui tingkat ancaman dan 
prioritas. 

c. Hasil analisis kemudian diolah menjadi sintesis informasi 
strategis untuk mendukung keputusan pimpinan nasional. 

Dengan integrasi yang baik, Polri dapat melakukan pengawasan 
terhadap ancaman jangka pendek (taktis) sekaligus membangun 
kesiapan menghadapi ancaman jangka panjang (strategis). 
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Latihan 

1. Jelaskan makna dan peran sintesis informasi strategis dalam 

pengambilan keputusan pimpinan Polri tingkat nasional. 
Dalam jawaban Anda, uraikan bagaimana proses integrasi multi-
sumber intelijen dan analisis pola, tren, serta anomali dapat 

mengubah informasi taktis menjadi intelijen strategis yang 
berfungsi sebagai early warning. 

2. Jelaskan langkah-langkah manajemen risiko operasional yang 
harus dilakukan, mulai dari identifikasi risiko, analisis dan 
kuantifikasi risiko, hingga mitigasi dan monitoring, serta jelaskan 

bagaimana kerangka ini membantu pimpinan dalam alokasi 
sumber daya dan pencegahan kegagalan operasional. 

3. Jelaskan bagaimana analisis kerawanan wilayah berbasis 
konteks lokal dan keterhubungan vertikal laporan wilayah dapat 
meningkatkan kualitas rekomendasi operasional bagi 

Polda/Polres sekaligus mendukung kebijakan keamanan 
nasional. 

4. Jelaskan hubungan integratif antara intelijen wilayah, 
manajemen risiko operasional, dan sintesis informasi strategis 
dalam sistem keamanan modern Polri. 

Berikan contoh bagaimana integrasi ketiga komponen tersebut 
memungkinkan Polri mengelola ancaman taktis jangka pendek 

sekaligus membangun kesiapsiagaan strategis jangka panjang. 
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